@ewaﬂ 9@ vrwakilan %aéya[ @wewaé
gbﬂofudnu' @wewa—lg C%‘;wmd @ﬂwéofa @Zzéaﬂfa

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: a. bahwa melalui surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Nomor
181/PK.00.00 tanggal 22 April 2025, Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta telah Penyampaian Ranperda tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan pembahasan rancangan peraturan daerah
dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;

c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta bersama pihak Eksekutif terkait,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.
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. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendadaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 121) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik



Memperhatikan:

Menetapkan

48

11.

122,

13.

1.

"

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun
2014 tentang Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 580);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Eksekutif, tanggal
22 Desember 2025.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 23 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP
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RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta menyetujui rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATU, kepada
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan
memperhatikan Laporan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah dan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta
Pendapat Akhir Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- RANY MAULIANI

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



